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dalam memutus suatu perkara Perdagangan anak pada putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plgdan pada putusan nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh. Adapun tujuan dari penyajian seperti ini tidak
lain berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat
khusus vyaitu mengetahui dan memahami dengan jelas tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
anak ditinjau dari tujuan pemidanaan serta dasar pertimbangan hakim
dalam memutus suatu perkara perdagangan anak pada putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada putusan nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh.
BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan TindakPidana Perdagangan

Orang

1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah
bahasa latin delictun dan delicta. Delik dalam bahasa Belanda disebut
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit.
Strafdiartikan sebagai pidana dan hukum, baardiartikan sebagai tindak,
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan feitartinya sebagian

dari kenyataan. Sehingga Strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan
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yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan
suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah
suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau
pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah
untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak
pidana.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami
pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan
berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta
teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa,
pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus
sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf’ yang dapat diartikan
sebagai “hukuman”.®’

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti
strafbaarfeit menurut pendapat para ahli :

a. Moeljatnomengemukakan bahwa, suatu tindak pidana

(strafbaarfeit)itu sebenarnya adalah suatu perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

“*Moeljatno, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. him.20.
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melanggar larangan tersebut.*

b. D. Simons berpendapat bahwa, strafbaarfeit adalah suatu
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang—undang telah dinyatakan
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.*®

c. Menurut E. Utrecht tindak pidana ialah dengan istilah
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena
peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang
melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan

karena perbuatan melalaikan itu).*°

2. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana
Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat,
tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum
tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur
kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono

Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan

“Ibid,.
“Ibid,.
“Ibid,.
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keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.*’

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan “untuk menanggulangi
kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu
sendiri”.** Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah
perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota
masyarakat secara seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah
“untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat,
melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-
hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat
maupun negara”.*’

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan
pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata
tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya
rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau
sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-

upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan

*R.Soersono, 1992. Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung. him.27.

*Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
him.22.

“Ibid., him.38.
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hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan
hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.®

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas

dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

a. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan
“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi
pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku Il
melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum
pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

b. Tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana
materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak
pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu
adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351
KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang,
karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah
yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan
menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak

pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana

*Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung. him.56.
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kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain

sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322

KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka

rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP
yang menyebabkan orang lain luka-luka.

. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif

(positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil

adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan

adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada
dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,
misalnya diatur dalam Pasal 224 KUHP (tidak memenuhi
kewajiban sebagai saksi), 304 KUHP (meninggalkan orang
yang perlu ditolong), dan 552 KUHP (pelanggaran jabatan).

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
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dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang
mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak
berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, (seorang
ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut
meninggal).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-
jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana
pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak
pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif

dan tindak pidana pasif.”’

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat
tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur
tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila
perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana
(strafbaarfeit).

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya
dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama

(unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-

*"Moeljatno, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. him.47.
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unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang
tercantum dalam Pasal 362 KUHP.**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP
pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,
yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-
unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang
dimaksud dengan unsur “obyektif” adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.*®

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging

seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat

misalnya didalam kejahatan—kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti

%2 Sudarto, 1993. Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Semarang, him.43.

**p A.F. Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru.
Bandung, him.183.
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misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut
Pasal 340 KUHP;

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat
di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. Sifat melanggar hukum

b. Kualitas si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.>*

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana
(strafbaarfeif)y ada beberapa pendapat para sarjana mengenai
pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan
menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran
monistis, yaitu :

Aliran monistis dapat disimpulkan bahwa tidak adanya
pemisahan antara perbuatan pidana (criminal act) dan
pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Sedangkan
pandangan atau aliran dualistis memisahkan antara dilarangnya suatu
perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat
dipertanggungjawabkan si pembuat (criminal responbilitiy atau mens

rea). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian

> Ibid., hlm.184.
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perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

4. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang (human trafficking) mempunyai
arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi
sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan
berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau
organisasinya.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.”

Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak,
bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-

negara lain di dunia. Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya

**Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58,
TLN No. 4720).
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konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai Negara untuk
menghilangkan penghapusan Perdagangan Orang dan Penyelundupan
Manusia terutama perempuan dan anak secara lintas batas Negara
untuk tujuan prostitusi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan
Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai
keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan
Senjata dan Peredaran Narkoba.*®

Perdagangan Manusia (trafficking) menurut definisi dari pasal 3
Protokol PBB berarti  perekrutan, pengiriman, pemindahan,
penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau
penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan,
penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau
memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari
seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan
eksploitasi.Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk
melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual,
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa

perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (Pasal 3

°KPAI, 16-06-2014. Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) Dan
Penyelundupan Manusia (Smuggling), Sumber
http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-
penyelundupan-manusia-smuggling/, diakses pada 27 September 2017.
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Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking
Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan

Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia).”’

5. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pengertian anak menurut undang-undang memiliki banyak
definisi yang berbeda-beda. Kriteria umur yang disebut sebagai anak
yaitu sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana di negara Inggris, diberikan kepada
anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam
politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah
berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.*®

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi
anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia,

dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai

57 .
Ibid,.
**Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi dan Restorative Justice, Refki Aditama, Bandung. him.34.
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anak.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentingannya.

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa
peraturan perudang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 Convention on the Right of The Child,

Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan
belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum vyang berlaku
terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang
belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan
tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum
dewasa.

b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak;
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Paulus  Hadisuprapto, 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan
Penanggulangannya, Selaras, Malang. him.11.
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c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.
e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan
dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang
haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting

diprioritaskan.®

% Republik Indonesia, PERMEN Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pedoman
Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian
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Perdagangan orang (human trafficking) menurut Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) adalah: “Tindakan perekrutan,
pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Pada angka (7) Pasal 1 undang-undang di atas juga menjelaskan
bahwa: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan

baik materil maupun immateril.

6. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Secara lebih tegas
Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO menjelaskan bahwa Setiap orang yang
melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama juga berlaku
untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang
mengakibatkan orang tereksploitasi.’’

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak

pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus

®" Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58,
TLN No. 4720).
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dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan

Orang, yakni:

1)

Unsur pelaku. Yang mencakup setiap orang yang dalam
UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau
korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
(Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

Unsur proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi
secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang.

Unsur cara. Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang
dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang
meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat
terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga
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memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut.

4) Unsur tujuan. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau
terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana
perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau
mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1

dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.

Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,
sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan,
yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan
dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana
apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat
dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan
dalam masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban
oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada
hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan
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menolak suatu perbuatantertentu”.®” Kesepakatan menolak tersebut

dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan
berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan
dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak
seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat
pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan,
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur
kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu,
berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima
sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari
pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh
para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang
kesalahan  dengan  sendirinya  menentukan  ruang lingkup
pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”.®> Adanya pandangan
yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan

adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli

°2 Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada
Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta. him.71.
% Ibid.,, him.74.
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mengenai definisi kesalahan:

a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan
syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi
terhadap si pembuat pidana.

b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk
pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa
keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap
perbuatannya, berdasarkan psikis itu  perbuatannya
dicelakakan kepada pembuat.

c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik
merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara
keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur
delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungan
jawab dalam hukum.

d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang
dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan
hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan
hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian

dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.*

®* Muladi dan Dwidja priyatno, 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
Kencana, Jakarta. him.70.
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Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat

dibagi dalam pengertian berikut:

a)

Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan
psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum
psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”®
Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari
pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.

Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan
seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja,
disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya.
Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai

"% penilaian dari

hubungan antara pembuat dan perbuatannya.
luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam

masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan

mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah

melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan

berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan

seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1)

Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,

® Sudarto, 1983. Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.

him.72.

% Ibid., him.73.
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2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang
disebut sebagai bentuk kesalahan

3) Tidakada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada

alasan pemaaf.®’

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi
batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam
membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata
lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu
perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan
adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor
kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang
diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu
dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu
yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.®

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal
pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda-bedakan

perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh

67 .
Ibid,.
® Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
him.171.
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dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang
bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana,
ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena
akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk
menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan
untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.®’

Mengenai kemampuan bertanggung  jawab, simons
mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan
adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut
umum maupun orangnya.”” Seseorang yang dikatakan mampu
bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1) la mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa

perbuatannya bertentangan dengan hukum

2) la dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

tersebut.”

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung
jawab diatur dalam buku | bab Il Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

69 :
Ibid,.
’% Sudarto, 1983. Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.
hlm.95.
"1 Muladi dan Dwidja priyatno, 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
Kencana, Jakarta. him.74.
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dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang
jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan
karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari
kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum.

3. Hubungan Batin Antara Pembuat dengan Perbuatannya

Mengenai hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya,
keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari
keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan
dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. “Dalam hukum
pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya
melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang
secara teknis disebut dengan kesengajaan”.’*

Mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

' Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta. him.107.
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dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.”® Jadi dapat
dikatakan bahwa, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa
yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja,
menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari
perbuatannya.

Dalam hukum pidana kesengajaan diklasifikasikan menjadi 3

(tiga), yaitu:

a) Kesengajaan sebagai maksud.
Dalam bentuk kesengajaan ini, pembuat menghendaki
sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang

n74

sesuai dengan apa yang dikehendakinya.”” Maka dapat
dikatakan pembuat sebelumnya sudah mengetahui akibat
dari perbuatannya dan memang menghendaki akibat tersebut
terjadi.

b) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dalam kesengajaan ini, pembuat mengetahui bahwa

perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-

% Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta. him.13.

4 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986. Intisari Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta. him.42.
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keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat.”” Dapat diartikan
seorang pembuat sebelum melakukan perbuatannya telah
membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi
sebagai akibat dari perbuatannya, namun perbuatan tersebut
tetap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
c) Kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian dapat terjadi bila seseorang
menghendaki sesuatu namun terhalang oleh keadaan, namun
untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan
penghalang tersebut, yang merupakan peristiwa pidana
tersendiri.’”® Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan,
pembuat menghendaki suatu tujuan tertentu yang dapat
berupa peristiwa pidana ataupun bukan, namun untuk
mencapai tujuannya tersebut pembuat harus melakukan
sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utamanya.
Dalam bentuk kesengajaan ini terdapat dua akibat yaitu,
akibat yang memang menjadi tujuan dan akibat yang tidak
diinginkan namun harus dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan kealpaan, dapat terjadi ketika pembuat tidak

’® Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta. him.110.

’® Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986. Intisari Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta. him.42.
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menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik. Pada
umumnya kealpaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Kealpaan dengan keasadaran: dalam hal ini pelaku
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat,
namun walaupun ia berusaha mencegah, toh timbul juga
akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran: dalam hal ini pelaku tidak
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat
yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang,
sedangkan seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya

suatu akibat.”’

4. Alasan Penghapus Kesalahan atau Alasan pemaaf
Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus
kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya
dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang
berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya.
Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak apat dihindari oleh
seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor

tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari

" Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta. him.26.
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perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi
terhapus.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, untuk menetukan
adanya kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dari si
pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan suatu
perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pembuat kesalahan
menyadari perbuatannya melawan hukum dan perbuatan tersebut

dilakukan dengan penuh kesadaran dari si pelaku.

Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan
kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra
yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial
bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah
mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
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sebuah mahkamah konstitusi.”®

Pada Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menjelaskan bahwa: “Semua putusan pengadilan hanya sah
dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang
yang terbuka untuk umum”.”” Syarat sah nya suatu putusan hakim
mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan
di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim
dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian
hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan
teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim
tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah
agung.®

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada

siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Hakim

’® Mukti Arto, 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.V,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. him.142.

’® Andi Hamzah, 2011. KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta. him.311.

8 Mukti Arto, 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.V,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. him.140.
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tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa
peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan
kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para
pihak.®’

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik,
dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria
dasar pertanyaan (the four way test) berupa :**

a) Benarkah putusanku ini?

b) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?

c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

d) Bermanfaatkah putusanku ini?

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam
perkara pidana, menurut Moeljatno dilakukan dalam beberapa tahap,
yaitu:*°

1) Tahap menganalisis perbuatan pidana; pada saat hakim

menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana
atau tidak, yang dipandang primer adalah dari segi
masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan
suatu aturan pidana.

2) Tahap menganalisis tanggungjawab pidana; jika seorang

8 Ibid., him.141.
8 | ilik Mulyadi, 2007. Kekuasaan Kehakiman, Bina llmu, Surabaya. him.136.
8 Ahmad Rifai, 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. him.96.
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terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana
melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah
terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan
pidana yang dilakukannya.

3) Tahap penentuan pemidanaan hakim akan menjatuhkan
pidana; bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal
didalam Undang-Undang (UU) yang dilanggar oleh pelaku.
Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai
terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim dalam menjatuhkan

putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1) Surat

2) Petunjuk

3) Keterangan terdakwa

4) Keterangan Saksi

5) Keterangan Ahli

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan

oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau
pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu
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sebagai berikut:**

1)

Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut
atau berkaitan dengan perkara.

Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau
kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan
putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan
hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau
dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak
yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara
perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara
pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan
pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi
daripada pengetahuan dari hakim.

Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses
penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan

penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan

8 Ibid, him.102.
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putusan-putusan  terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim.

Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang
dihadapinya sehari-hari.

Teori Ratio Decindendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar
yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan
dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok
perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan
hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang
berperkara.

Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk
membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa,
agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi

keluarga, masyarakat dan bangsanya.
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Selain beberapa teori diatas, hakim pengadilan mengambil suatu
keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa
aspek, yaitu:*®

1) Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya
seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya,
yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut.
Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan
secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan
adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi
peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari
kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan
tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja
melawan hukum

3) Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang

direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana

®Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. him.77.
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tersebut. Memang terapat unsur niat didalamnya vyaitu
keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak
pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dapat
memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah
melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari
keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang
berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa
bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau
uang santunan pada keluarga korban dan melakukan
perdamaian secara kekeluargaan.

Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia
menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui
kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan
dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatan
nya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
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Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera
kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi
pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut,
membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan
pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa
tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar
saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku
mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk
tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri
dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini
adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan

kepastian hukum.



